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ABSTRAK 

Poligami sirri adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari 

seorang perempuan dalam waktu bersamaan yang perkawinannya tidak dicatat di 

KUA, zaman sekarang ini marak terjadi poligami sirri,disebabkan mereka tidak 

mau mentaati peraturan yang berlaku saat ini dengan alasan ribet dengan syarat 

dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga lebih memilih 

poligami sirri yang prosesnya cepat, mudah, tidak repot dan tidak memakan 

banyak waktu. Disamping itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami 

peraturan poligami,mereka melakukan poligami sirri dengan memenuhi syarat-

syarat perkawinan yang telah ditetapkan agama Islam oleh sebab itu membuat 

penulis ingin memecahkan masalah dengan judul: HAK-HAK ISTRI DALAM 

POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. 

Permasalahan yang menarik untuk diungkap dengan rumusan masalah: 1 

bagaimana persamaan dan perbedaan poligami Sirri menurut hukum positif dan 

hukum Islam: 2 bagaimanakah hak istri dalam poligami sirrimenurut hukum 

positif dan hukum Islam. 

Tujuan penulis, ingin mengetahui tentang poligami sirri menurut hukum 

positif, hukum Islam dan tentang hak istri dalam poligami sirri menurut hukum 

poitif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode 

penelitian pengumpulan data, yang berupa Library Research, dan metode 

penelitian analisis data dan laporan hasil penelitian kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan persamaan, perbedaan dan hak 

istri yang dipoligami sirrimenurut hukum positif dan hukum Islam. Yaitu: 1  

persamaannya dalam hukum positif dan hukum Islam Mengenai pengertiannya 

adalah a. suami mempunyai istri lebih dari seorang yang  perkawinannya tidak 

dicatatkan di KUA., b. Suami memiliki istri lebih dari seorang yang perkawinanya 

tidak boleh diumumkan kepada khalayak ramai adapun  perbedaannya adalah a. 

Suami yang hendak menikah lagi harus mendapat izin dari istri pertama dan izin 

dari pengadilan untuk berpoligami., b. Suami yang hendak menikah lagi tidak 

perlu meminta izin kepada istri pertama. 2. Hak istri yaitu : a.istri yang dipoligami 

sirri tidak bisa menuntut haknya bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah 

terjadi., b. Istri yang dipoligami sirri mendapatkan semua haknya dan hak seorang 

istri akan gugur apabilah istri nusyuz.  

Dalam hal ini, disarankan kepadaa calon suami dan calon istri yang akan 

melakukan perkawinan janganlah kalian melakukan perkawinan poligami sirri 

karena lebih banyak menyebabkan kerusakan dan kurigian dari pada kebaikannya 



 

  



 

  



 

MOTTO 

. . .                          

 . . .      

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka nikahilah seorang saja” 

(QS. An-Nissa [4] : 3) 
1
 

. . .                       

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara 

ma'ruf. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).
2
 

 

  

                                                         
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 77. 
2  Ibid, h. 29. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENEGASAN JUDUL 

 Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini, maka penuli sterlebih dahulu akan menjelaskan dari istilah-istilah 

judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah.”HAK-HAK ISTRI DALAM 

POLIGAMI SIRRIMENURUTHUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. 

Sebagai berikut : 

Hak istri adalah suatu hak  yang harus diterimanya sebagai akibat dari 

perkawinan.
3
 

Poligami Sirri adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang 

perempuan yang tidak memiliki buku nikah atau bukti autentik.
4
 Sedangkan 

dalam Islam menjelaskan Poligami Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh 

wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh 

mengumumkannya kepada khalayak ramai.
5
 

Hukum Positif adalah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang 

sedang berjalan atau berlaku pada saat ini juga pada suatu negara di Indonesia.
6
 

                                                         
3
 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 51. 

4
James draver, kamuspsikologi, terjemaHoleHNancySimanjuntak, (Jakarta: PT 

BinaAksarah, 1986)h. 356. 
5
 Ahmad Zain An-Najah, Halal dan Haram dalam Pernikahan (Jakarta: Puskafi 2011), h. 

67. 
6
Subakti, Kitab Undang-undang  Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), h. 

538. 



 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul 

tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk 

semua yang beragama Islam.
7
 Hukum Islam menurut T.M. Hasbi Ash-shiddiqi 

adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari‟at 

atas kebutuhan masyarakat.  
8
 

B. ALASAN MEMILIH JUDUL 

1. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara terperinci tentang 

hak seorang istri dari poligami sirri dalam perspekif hukum positif dan 

hukum Islam. 

2. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang 

ditekuni yaitu jurusan Ahwal Syakhshiyah Pada Fakultas Syari‟ah  

UIN Raden Intan Lampung , serta tersedianya sumber data yang 

cukup. 

 

C. LATAR BELAKANG MASALAH 

Masa sekarang ini masih banyak terdapat dalam masyarakat indonesia 

para pihak suami melakukan perkawinan poligami sirri.Pernikahan yang 

dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat, adanya saksi dan wali yang 

ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah 

(PPN) sebagai aparat resmi pemerintah.Bagi yang beragama islam di KUA dan 

dikantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga mereka para istri 

                                                         
7
Amir Syarifudin, Usul Fiqih. Cet ke-2 (Jakarta : Kencana 2010), h. 216. 

8
Hasby Ash-Shiddiki, Falsafah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 44.  



 

yang mau dipoligami sirri  tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sebagai bukti autentik.
9
 

Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet 

dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya 

membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak 

suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur 

poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan 

poligami sirri. 

Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesiatidak 

memahami ketentuan poligami dan mereka memilih  melaksanakan poligami sirri  

karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang 

kebanyakan menikah tidak dicatatkan ke KUA karena tidak ingin merasa repot 

atas peraturan yang ditetapkan pemeritah. Sehingga mereka tidak melakukan 

prosedur yang seharusnya di lakukan di KUA.
10

 

Poligami menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Yang mana penulis akan menjelaskan tentang poligami terlebih 

dahulu sebagai berikut : Poligami itu berasal dari bahasa yunani  polus yang 

memiliki arti banyak dan gamos yang memiliki arti perkawinan.
11

 sedangkan 

pengertian menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) itu adalah ikatan 

                                                         
9
Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat (Jakarta : Sinar 

Grafika), 377.  
10

Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam) 

(Surabaya: Khalista,2010), 45-46. 
11

Ibid. h. 351.  



 

perkawinan yang salah satu dari pihaknya mengawini/menikahi beberapa lawan 

jenisnya didalam waktu yang bersamaan.
12

 

Poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum Perundang-Undangan di 

Indonesia dan hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Dan untuk 

mendapatkan izin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat 

tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat 

dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan: 

Pasal 3 ayat (2) 

(2)  pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.  

Pasal 4 ayat (2) 

(2) Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih 

dari seorang apabila:  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
13

 

 

                                                         
12

Ibid.  
13

Ibid, h. 47. 



 

Pasal 5  

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri;  

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;  

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anak mereka. 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 

bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 

tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, 

atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 

Pengadilan.
14

 

seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri 

pertama tentunya dengan izin pengadilan.
15

 Hal ini erat kaitannya dengan berbagai 

macam agama yang ada, yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena ada 

agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membolehkan 

poligami.Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya 

poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun 

                                                         
14

Ibid, h. 305. 
15

Undang-UndangNomer 1 TaHun 1974, h. 66. 



 

telah ada persetujuan tertulis dari istri pertama namun persetujuan ini harus 

dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pertama pada sidang pengadilan 

agama. 

 Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami 

apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak 

mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya 

selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang 

mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.  

Di samping itu KHI juga mengantur masalah poligami yang diperlakukan 

untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Bahwahsanya tidak diperbolehkanya 

poligami sirri yang bertentangan dengan pasal 51 ayat (1),  

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku 

adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 ayat 2 KHI).
16

 akan tetapi 

jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. 

Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan 

agama. Jika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat  

tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum.
17

 

                                                         
16

Abdurraahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesi, Cet ke-1, CV. Akademika 

Pressindo, Jakarta 1992, h. 126. 
17

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jendral 

pembinaan kelembagaan agama Islam, 2000, h. 34. 



 

inidilakukanmenuruttatacara yang diaturdalamhukumacaraperdatabiasa 

yang diaturdalampasal 390 HIR danpasal-pasal yang berkaitan.
18

 Apabila 

perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin 

dari pengadilan agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum 

(Pasal 56 ayat (3) KHI).
19

 

Sedangkan menurut hukum Islam hanya mengatur poligami secara global. 

Dan Al-Quran tidak menjelaskan secara detail proses pencatatan perkawinan. 

Karena dalam hukum Islam hanya menjelaskan tentang batasan poligami tidak 

boleh melebihi empat orang wanita, mewajibkan berlaku adil kepada para istri, 

baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat 

kebendaan tanpa membedakan antara istri yang  kaya dan istri yang miskin, yang 

berasal dari keturunan tinggi maupun dari golongan bawah.
20

 

Dengan adanya sistem poligami dalam ajaran Islam merupakan suatu 

karunia bagi kelestariannya, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan sosial yang 

kotor dan ahklak yang rendah dalam masyarakat seperti kejahatan, pelacuran 

tersebar dimana-mana dengan jumblah lebih banyak dari pada yang bersuami, 

banyaknya anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, munculnya berbagai macam 

penyakit badan, merusak hubungan yang sehat antara suami dan istri mengganggu 

kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, serta tumbuh 

keraguan sah atau tidak anak-anak yang diasuh dan didik adalah darah dagingnya 
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sendiri. Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukan bahwa poligami 

yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling sehat dalam memecahkan 

masalah ini dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat 

manusia dalam hidupnya didunia. 
21

 

Perkawinan baru sah apabila memenuhi syarat antara lain, dua orang saksi 

dan wali serta Nabi menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta 

(walimah).
22

 

Apabilah seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka menurut 

para ulama kecuali ulama syafi‟i , ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-

hak mereka seperti (giliran) bermalam, Nafkah yang dikomsusi dan yang dipakai), 

pakaian dan tempat tinggal. Nafkah atas istri ditetapkan nashnya dalam surat 

berikut ini 

 . . .               . . .     

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf”. (QS Al-Baqarah [2] : 235).
23

 

Yang dimaksud para ibu disini adalah istri-istri dan yang dimaksud degan 

ayah adalah para suami-suami. Dan apabilah seorang wanita (istri) sudah sah 
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menjadi istri dengan adanya wali dan saksi didalam perkawinannya, walaupun 

perkawinannya tidak dicatatkan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka istri 

berhak mendapakan Nafkah.baik itu nafkah (giliran) bermalam, pangan, pakaian, 

dan tempat tinggal dan itu semua kewajiban sorang suami memberikan nafkah 

kepada istri-istrinya 
24

. 

Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah yang akan dipecahkan 

melalui skripsi yang saya bahas yang berjudul “ Hak-Hak Seorang Istri dari 

Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar blakang diatas dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum 

positif dan hukum Islam? 

2. BagaimanakahhakIstridalam poligami sirriMenurutHukumpositif dan 

Hukum Islam? 

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dalam penelitian ini:  

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan 

dari perkawinan poligami sirri maupun yang menikah secara sah 

menurut hukum positif dan hukum Islam. 
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2. Untuk mengetahui apa saja sebenarnya hak seorang istridari 

perkawinan poligami sirri maupun istri yang menikah secara sah 

menurut Hukum positif dan hukum Islam. 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejalah dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
25

 Dalam penulisan skripsi, untuk 

memper oleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan 

informasi yang factual dengan relevan. 

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka 

(kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang 

perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, 

dokumen-dokumen, dan lain-lain.
26

 pemilihan jenis ini karena data-data yang 

dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang hak-hak istri dalam perkawinan 

poligami sirri.
27

 Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk 
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penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan 

pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. 

Untuk memperoleh ini penulis mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang 

relevan dengan penelitian ini, literatur yang berhubungan dengan pembahasan 

dalam skripsi ini antara lain yaitu Al-quran, Buku-buku Fiqih, serta literatur 

lainya yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan dikajidalam 

penelitian ini.
28

 

2. Data dan Sumber Data 

 Data merupakan bentuk jamak dari datum, data adalah sekumpulan 

keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisa atau kesimpulan.
 29

 

Sedangkan sumber data dalam penelitian subjek dari mana data tersebut 

diperoleh.
 30

 Dengan kata lain data sekunder adalah merupakan data yang 

diperoleh tidak secara langsung melainkan diperoleh melalui orang kedua yang 

berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah dan lain-lain yang berkaitan 

dengan pembahasan.sesuai dengan permasalahan maka sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan data 
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sekunder tentang hak-hak istri dalam perkawinan sirri. Dalam spesifikasi 

penelitian hukum (normatif ). Sumber data dan sekunder dapat dibagi atas.
 31

 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu yang mengikat dan menjadi bahan utama 

dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam 

penelitian utama dalam membahas suatu permasalahan.Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur‟an, kitab-kitab fiqh, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahwah bahan 

hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya 

ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut berupa buku-

buku literature yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: Fiqh 

Munakahat, Peraturan Perundang-undangan berupa Undang-undang  

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dalam Islam 

dan Kompilasi Hukum Islam. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Adapun 

bahan hokum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

ensiklopedi hukum Islam dan kamus ilmiah. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat 

pengumpul data melalui kepustakaan (Library Research) yaitu: 

a. Dengan cara memdapatkan teori-teori yang mendukung tema atau 

judul skripsi yang diberoleh dari berbagai literatur. 

b. Tidak harus terjun kelapangan, tetapi hanya cukup mengumpulkan 

data dan menganalisis data yang tersedia dalamper pustakaan. 

c. Mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas, seperti bukudan lain-lain yang berhubungan dengan skripsi.
32

 

4. Metode Pengelolaan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan cara : 

a. Editing data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari Kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian 

relevansinya dengan kelompok yang lain dengan tujuan untuk 

menghindari kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Setelah editing, 

kemudian melakukan. 

b. klasifikasi data yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun 

dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau 

permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
33
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c. Sistematis atau analizyng, yaitu kegiatan pembuatan analisis-analisis 

sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.
34

 

5. Analisis Data  

Penelitian ini diteliti secara analisis kualitatif dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan sebagai atau pengujian 

yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka keseluruhan reduksi 

data, sajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi.
35

Berdasarkan 

data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang 

terkumpul, maka penulis menggunakan metode diskriptif analitik. 

Kerja dari metode deskrptifanalitik adalah dengan cara menganalisis 

data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian 

diperoleh kesimpulan. 
36
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BAB II 

POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF 

 

A. Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif 

 

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yaitu polus yang 

artinya banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini 

digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau 

lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.
37

 

Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua 

hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup 

dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat 

orang. Jika dia hanya mampu  memenuhi hak dua orang istri maka tidak 

dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir 

berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak 

dianjurkan untuk melakukan poligami.Perkawinan adalah suatu persetujuan antara 

seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.
38

 

Dan menurut pandangan Wojowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.
39

 Menurut 
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Soerjono Soekamto, poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang 

suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.
40

 Sementara Al- 

Zuhayli berpendapat bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat dan kondisi 

tertentu yaitu sebab umum dan khusus, sebab umum ialah laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan sedangan sebab khusus ialah laki-laki boleh berpoligami 

dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibabnya sebagai istri.
41

 Seorang 

suami yang hendak berpoligami harus harus mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk memperoleh izin, Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai 

pencatat dilarang mencatattan perkawinannya sebelum suami tersebut  

memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.
42

 

B. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif 

 Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian existensi perkawinan 

poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur 

mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif 

yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang 

harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.  Dalam peraturan 

perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, 

alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa 

pasal. Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
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Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,perkawinan yang sah 

adalah yang dicatatkan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2  dan pasal 3 ayat 2 

menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang 

berlaku.
43

  

Pasal 2ayat 2 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. 

Pasal 3 ayat 2, 

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang apabilah dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.Pencatatan peerkawinan akan menimbulkan kemaslahatan 

umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum 

terkait dengan hak-hak suami atau istri, serta kemaslahatan anak 

3. Instruksi Presiden R.I Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam 

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional 

telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI 

dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan 

dalam sudut pandang hukum positif nasional.  

Lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah 

administratif. Sehingga dalam peraturan  ini dinyatakan agar terjaminnya 
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ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut 

ghayat al-tasyri' (tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi 

masyarakat, dan peraturan yang menyatakan perkawinan tidak mempunyai 

kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak 

membolehkan adanya praktek nikah siri, meskipun istilah ini tidak ditemukan 

dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuanketentuan yang diatur di 

dalamnya, maka jelas sekali menunjukan ketidakbolehan nikah siri. 

KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin 

ketertiban pernikahan yaitu  dijelaskan dalam KHI, Buku I Hukum Perkawinan, 

Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 5 ayat 1.
44

 

Pasal 5 

(1) Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan 

pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1945. 

Pasal 6 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah. 
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(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum.
45

 

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional 

walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang 

pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan- ketentuan yang 

telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada asasnya seorang pria 

hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai 

seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan 

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat 

pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit 

dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek 

poligami. 

Dengan demikian dasar hukum poligami menurut hukum positif adalah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 

ayat 1-2, pasal 5 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan 

tentang perkawinan yaitu dalam pasal 5 ayat 1-2, dan pasal 6 ayat 1-2. 

 

C. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif 

1. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif 

Syarat poligami yaitu Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai 

pencatat dilarang mencatatkan perkawinannya sebelum suami tersebut  
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memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.
46

 Adapun syarat 

utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadapistri istrinya 

dan anak-anaknya, akan tetapi jika sisuami tidak bisa memenuhi maka suami 

dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu sisuami harus terlebih dahulu 

mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka 

perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami 

bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan dapat memberi izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabilah beralasan 

sebagai berikut (perhatikan pasal 4 (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975).
47

 

Pasal 4  

(1)  Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana  

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
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b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
48

 

pasal 5 ayat 1 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana  

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri-istri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluanistri-istri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anak mereka. 
49

 

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional 

telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI 

dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan 

dalam sudut pandang hukum positif nasional.yang dijelaskan dalam pasal 56,57 

dan 58: 

Pasal 56 KHI 
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(1)  Suami yang hendak beristeri lebih daris atu orang harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama. 

(2)  Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 

tata carasebagaimana diatur dalam Bab VIIIPeraturanPemerintahNomor 9 

Tahun 1975. 

(3)  Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa 

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 

 

 

Pasal 57 KHI 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan 

beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 58 ayat (2) KHI 

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 



 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 

istri pada sidang Pengadilan Agama.
50

 

Dengan demikian syarat poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan KHI Buku I, Bab Ix Beristri Lebih Dari Seorang 

pasal 56, 57 dan 58. Di zaman dahulu apabila istri tidak bisa punya anak maka 

yang akan disalahkan adalah si-Istri lalu seorang suami dengan penuh keyakinan 

melakukan poligami agar dapat mendapatkan keturunan, sedangkan di zaman 

sekarang Istri tidak bisa punya anak, suami-istri dapat memeriksakan ke spesialis 

seks laki-laki/ andrology, dan istri bisa memeriksakan juga, apabila istri dalam 

kondisi baik-baik saja, maka dapat disimpulkan dikarenakan sperma laki-laki 

kosong atau lemah. 

2. Prosedur Poligami Menurut Hukum Positif 

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih 

dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi 

Hukum Islam. sebagai berikut 

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat  izin 

dari Pengadilan Agama.  

2) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum. 
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Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan agama hanya 

memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.  

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.  

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Ada atau tidaknya alasan yang memugkinkan seorang suami kawin lagi 

Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu.  

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara 

tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan 

Agama.
51

 

Secara istilah di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isbat 

nikah poligami adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke 

pengadilan agama. Pengesahan pengakuan nikah itu dibutuhkan bagi mereka yang 

sudah lama melangsungkan perkawinan dengan sirri, yang membutuhkan 

keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan 

pernyataan.  
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Adanya proses isbat nikah poligami dikarenakan tidak dapat 

dibuktikannya perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut 

hukum persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.  

 

D. Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Positif 

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah 

tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus 

dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang 

berwenang.
52

 

Poligami didalam masyarakat indonesia yang biasa dikenal dengan 

perkawinan dibawah tangan/nikah sirri yaitu melaksanakan perkawinan tanpa 

adanya surat nikah dan izin dari pengadilan agama dimana dia bertempat 

tinggal,banyak sekali umat muslim yang melanggar peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka 

perkawinannya tidak sah menurut  Undang-Undang. Oleh karena itu, poligami 

dibawah tangan tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka 

berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti 

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan 

lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan 
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bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya 

masalah.
53

 

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami 

sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam 

kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi 

hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim 

dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya 

dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran 

sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan 

tersebut.Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa 

izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum,Tidak ada 

Perlindungan hukum bagi wanita;
54

 

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah 

tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus 

dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang 

berwenang.
55

 

Dengan demikian kedudukan hukum dari poligami sirri pernikahannya 

dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki ketetapan hukum. 
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1. Penyebab Poligami Sirri Menurut Hukum Positif 

a. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum 

Sikap apatis yaitu bersikap masa bodoh terhadap hukum negara tentang 

beristri lebih dari satu. Sipelaku poligami sirri tidak peduli dengan Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia yang menetapkan poligami harus dicatat.
56

 

b. Ketatnya Izin Poligami 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, akan 

tetapi pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya 

mengizinkan untuk melakukan poligami salah satunya agama Islam dengan alasan 

yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang 

telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara liminatif pada 

pasal 4 ayat (2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan 

izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b.  isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
57

 

Dengan demikian apbila alasan-alasan diatas terpenuhi untuk melakukan 

poligami maka pengadilan agama akan mengizinkan poligami. Akan tetapi 
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banyak pelaku poligami sirri tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah disebabkan tidak ada sanksi bagi pelaku poligami sirri karena ini 

tidak tergolong dalam perkara pidana tetapi dia memiliki akibat hukum untuk 

siistri sirri tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai istri. 

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih 

memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) 

pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan 

yaitu kawin itu sendiri 

 

2. Dampak Positif Dan Negatif Poligami Sirri 

a. Dampak Positif Poligami Sirri 

1. Menghindari zina,  

2. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi pemerintah yang 

melarang orang beristri lebih dari satu maka nikah di bawah tangan  

adalah solusi alternatif. 

3. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri 

mandul. 

4. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, 

sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau 

ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat 

disembuhkan. 



 

5. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan 

zina dan krisis akhlak lainnya. untuk menciptakan suasana rumah 

tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
58

 

b. Dampak Negatif Poligami Sirri 

1. Adanya Perselisihan 

Perselisihan adalah pertengkaran atau percekcokan yang bisa 

terjadi kapan saja dan dimana saja dalam bentuk keluarga, 

kelompok dan lain-lain.  Percekcokan tersebut terjadi karena 

adanya ketidak adilan diantara istri pertama ataupun kedua. 

Percekcokan tersebut terjadi karena salah satu istri mendominasi 

merasa dia lebih berhak dibandingkan istri yang hanya dinikah sirri 

yang tidak memiliki kekuatan hukum, Perselisihan juga kerab 

terjadi dikarenakan rasa cemburu diantaran para istri. 

2. Terabaikannya Hak Dan Kewajiban 

Terabaikannya hak dan kewajiban, Seorang suami yang melakukan 

poligami. 

1. Secara non materil, Suami lebih mengutamakan istri mudanya 

dan banyak menghabiskan waktu bersama istri kedua. Sehingga 

melupakan kewajibanya terhadap istri pertamanya. 

2. Secara materil, suami lebih mementingkan istri pertamanya 

dikarenankan pihak suami takut apabila hak materil ini tidak 

diberikan kepada istri pertamanya maka istri pertamanya akan 
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menggugat haknya kepengadilan, Jika ini terjadi akan 

merepotkan pihak suami. sehingga hal ini mengakibatkan 

terabaikannya hak istri yang kedua, disebabkan istri sirri tidak 

mememiliki kekuatan hukum untuk menuntut.  

Dari penjelasan diatas ada beberapa hak istri sirri yang 

terabaikan yaitu sebagai berikut:  

a. Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 

menuntut besarnya nafkah yang diperlukan; 

b. Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan 

nafkah; 

c. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah; 

d. Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang tidak memperoleh 

peluang untuk hidup damai dan bahagia  

4. Adanya Keresahan/Kekhawatiran 

Adanya keresahan dan kekhawatiran melaksanakan pernikahan 

poligami sirri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Mereka 

khawatir apabila berpergian jauh atau kemalaman dijalan mereka 

tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri dan di mata 

hukum tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita, tdak ada 

kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.
59
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 Munculnya perasaan takut, merasa terancam, ataupun dibohongi 

oleh lelaki secara terus menerus di dalam diri wanita yang diperistri 

secara siri, Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita 

yang diperistri sirri adalah semu, tanpa mengetahui jalan 

keluarnya.
60

 Perempuanlah yang menjadi korban akibat adanya 

perkawinan poligami sirri, jika ada masalah, bentrokan, anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan poligami sirri itu juga tidak diakui 

oleh negara, muncul permasalahan juga dalam hal pembagian 

waris.
61

  

  Perkawinan poligami sirriyang akan dicatatkan, tetapi sepanjang istri 

yang pertamaatau istri yang syah tidak memberikan persetujuannya maka 

perkawinan itu sampai kapanpun tetap tidak bisa dicatatkan atau dilegalkan oleh 

hukum positif. Dan ini dikemudian hari  imbasnya akan keanak juga setelah anak 

tersebut dilahirkan. Akibat yang ditimbulkan pada tatanan anak tersebut   akan 

membuat akta kelahiran, baik itu untuk keperluan mendaftarkan kesekolah 

maupun untuk keperluan yang lain. 

Dalam berpoligami dampaknya tidak hanya ada pada seseorang ibu, terkadang 

pada seorang anak pun kerap terjadi, efek negatifnya terjadi pada psikis atau 

kejiwaan pada seorang anak tersebut, diantara adanya perasaan cemburu anak 

yang ada dalam batinnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan 
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akhirnya mengarah pada prilaku yang cenderung negatif , secara umum dampak 

tersebut bagi seorang dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

1. Anak merasa kurang disayang. 

 Salah satu terjadinya dampak poligami adalah anak kurang 

mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tua, dalam artian 

mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian, sebagaimana layaknya 

anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak, adanya keadaan 

demikian disebabkan karna ayahnya yang berpoligami, sehingga 

kurangnya waktu untuk bermain antara ayah dan anak-anak, maka anak 

merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih 

sayang seorang ayah.  

2. Tertanam kebencian pada diri anak. 

 Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, 

begitu pula orang tua kepada anak-anaknya, akan tetapi perubahan sifat 

tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” 

kecintaan kepada anaknya yang berpoligami walaupun mereka sangat 

memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam agam Islam 

(sebagaimana dalam nash Al-Qur‟an QS. An-Nisa‟ ayat 3) dan Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Taun 1974 tentang perkawinan, tetapi 

mereka tidak mau menerima hal tersebut karna sangat menyakitkan 



 

apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil maka 

lengkaplah kebencian anak pada ayahnya.
62

 

3. Tumbuhnya ketidak percayaan pada diri anak. 

 Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami 

adalah adany krisis kepercayaan diri keluarga, anak dan istri. Apalagi bila 

poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu 

ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dasyat reksi yang ada. 

4. Timbulnya trauma pada anak. 

 Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah akan memicu 

ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga 

berantakan, walaupun tidak cerai, tapi kemudian akan timbul efek  

negatif, yaitu anak-anak akan menjadi agak trauma terhadap 

perkawinan dengan pria. Jika suami isteri  sama-sama menjalankan 

tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah 

ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah 

kebahagian hidup berumah tangga.
63

 

3. Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif 

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri 

kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua 
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isteri dan anaknya, Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama 

yang terja disejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan. Suatu 

perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga 

harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.
64

 Dalam Undang-Undang Nomor. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab XII Hak dan 

Kewajiban Suami Istri bagian ketiga mengenai hak istri adalah kewajiban suami 

yang isinya sebagai berikut : 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 

 Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur lebih lanjut 

didalam kompilasi hukum islam yaitu sebagai berikut : 

pasal 80 KHI 

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akantetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan 

oleh suami istri bersama 

(2) Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuanya. 
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(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa 

dan agama. 

(4) Sesuai dengan pengahasilan suami : 

a. Nafkah kiswah, dan tempat kediaman bagi istri 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri 

dan anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak 

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a 

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna dan istrinya 

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap diriya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nusyuz.
65

 

  

 

 Meskipun berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan akan tetapi 

sebagaian orang yang membolehkan poligami beranggapan bahwa poligami akan 

memuliakan perempuan. Sebab, wanita yang bersuami lebih mulia dari pada 

wanita yang hidup sendiri,. apalagi jika diiringi niat untuk menyantuni anak yatim 

dan janda. Selain itu poligami juga bisa menjadi penangkal seks bebas.Dengan 
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demikian hak istri yang dipoligami sama halnya dengan istri lainnya seperti dia 

berhak atas nafkah, tempat tinggal dan lain-lainsedangkan hak istri yang 

dipoligami sirri oleh suaminya tidak diatur dalam Undang-Undang dan KHI oleh 

sebab itu istri sirri tidak bisa menuntut haknya karena perkawinannya dianggap 

tidak pernah terjadi.  

 

  



 

BAB III 

HAK ISTRI DARI POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam 

Al-Qur‟an adalah mukjizat Islam yang dapat memecahkan masalah 

kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, 

ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan 

oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem al-

Qur‟an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum 

yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai 

pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al-Qur‟an selalu memperoleh 

kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang 

abadi.
66

 

poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu wanita yaitu dengan 

batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik 

dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat 

kebendaan tanpa membedakan antara istri yang  kaya dan istri yang miskin, yang 

berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.
67

 

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 

mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat 

ijab qabul melainkan  dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami 
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berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada 

jangka waktu tertentu. 

                    

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah.”  (Q.S. Al-Dzariyat [51] : 49).
68

 

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 

mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat 

ijab qabul melainkan  dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy 

berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada 

jangka waktu tertentu.
69

 

Secara istilah, menurut Abdur Rahman Ghazali poligami adalah seorang 

laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, 

apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh 

Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri.
70

Bila suami khawatir 

berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka 

hendaknya tidak berpoligami, karena hukum poligami bukan wajib tetapi 

diperbolehkan sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi 

mendesak. 
71

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan  dengan 
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bebas dan sekehendak hawa nafsunya.
72

 

 Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai 

alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki 

atau sebab-sebab lain yang menganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai 

jatuh kelembah perzinaan maupun  pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. 

Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus 

kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu 

boleh beristri lagi( poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.
73

 

tujuan kenapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun 

perempuan muslimah dimana pun dia berada hidup dalam sebuah masyarakat 

tanpa memiliki suami. 

B. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Islam 

Dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) 

selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dasar Hukum Poligami 

juga terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3 
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Artinya: Dan jika kamu khawatir  tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 

khawati tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar 

kamu tidak berbuat dzalim”. (QS.An-nissa [4] : 3).
74

 

Telah turunnya wahyu yang mengatakan apabila seorang suami menikah 

lebih dari satu istri maka ia diwajibkan berlaku adil terhadap Istri-istrinya dan 

tanggung jawab yang diamanakan sepenuhnya. sebaliknya jika mereka (suami) 

tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya maka  hendaklah berkawin satu saja. 

Maksudnya  berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri 

seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan 

bathiniyah.
75

Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. 

sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para 

nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat 

orang saja.
76

 

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam 

tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.
77

Dan 

demikian juga disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman: 
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Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 

lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri 

(dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

penyayang”.(QS. An-nissa [4] : 129).
78

 

Para ulama mengatakan “keadilan” yang dimaksud adalah terutama dalam 

hal lahiriyah dan materil, sedangkan yang besifat kecenderungan hati atau 

kecintaan terhadap seorang istri lebih dari pada terhadap yang lain, maka yang 

demikian itu sunggu sangat sulit bahkan sangat mustahil untuk dapat dihindari 

sepenunya. Karena itu Allah Swt, memerintahkan kepada para suami agar tidak 

terlalu menunjukan kecintaan yang berlebihan terhadap salah sorang istri-istrinya 

sehingga menimbulkan kekecewaan dan penderitaan dihati mereka.
79

 

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan 

setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat Akhkam itu 

sebagai berikut: 
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1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah 

wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) 

atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat 

mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang 

berbeda. 

2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang 

bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut 

alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat 

dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang 

bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan 

retorika bahasa arab. 

3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, 

“kemudian  jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.“(qs. An-nisa`: 3) 

seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika 

mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun 

dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap 

tindakannya itu.  

4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu 

sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. adil dalam cinta 



 

diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia 

berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya 

tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya 

terhadap istrinya. 

5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`I mensyaratkan mampu 

member nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini 

berdasarkan pemahaman imam syafi`I terhadap teks al`qur`an, “yang 

demikian itu adalah lebih cddekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang 

artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab 

“akhkam al-qur`an”, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya 

terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman 

madzhab syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi 

nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) 

maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu 

member nafkah bukan syarat putusan hukum.
80

 

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, 

tetapi dbatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat 

berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan 

hidup suami istri. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat 

tertentu. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah lebih dari 

seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.
81
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C. Syarat  Poligami Menurut Hukum Islam 

Telah  dijelaskan  pernikahan berbasis  syariat harus memenuhi syarat –

syarat. Syari‟at Islam membatasi sampai empat orang dan mewajibkan berlaku 

adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta 

lainnyayang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan 

istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari 

golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi 

semua hak – hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup 

dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, begitu 

juga seterusnya.
82

sebagai berikut; 

1. Dilakukan terang-terangan dan publikasi ramai, mengundang tokoh-

tokoh masyarakat, disunakan bagi yang diundang untuk menghadiri 

resepsi pernikahan. 

2. Permintaan restu wali si wanita. Hal ini diperlukan guna melindunginya 

dari bahaya-bahaya penipuan dan dorongan hasrat yang membara, juga 

hubungan kekeluargaan lewat nasab dan pernikahan  sebagai salah satu 

tujuan pernikahan.  

3. Ijab kabul dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada paksaan salah 

satu pihak atau kedua-duanya. 

4. Pemberian maskawin pada wanita agar ia merasa bahwa dirinya dicari 

pria dan bukan dia yang mencarinya, sehingga terjagalah kehormatan. 
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5. Pengiringan niat hidup bersama untuk selama-lamanya, bukan temporal 

semata.
83

 

Allah Swt mensyari‟atkan poligami dan mengizinkan hambanya untuk 

berpoligami dengan syarat-syarat dimana seorang hamba tidak boleh berpoligami 

tanpa syarat-syarat tersebut.
84

 

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan 

tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian 

seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi 

apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks 

atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut 

sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami 

terbatas.
85

 Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik 

jumlah maksimal maupun persyaratan lain sepert :
86

 

1. Jumlah istri maksimal 4 orang 

Banyak pria yang menjadikan dalil poligami agar ia bisa menikah lagi dan 

lagi tanpa mengenal batasan. Bahkan tak sedikit pria-pria yang menikahi 

wanita hingga 5 sampai 10 kali hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Hal 

ini tentu tidak benar. Berdasarkan syariat agama, poligami hanya boleh 
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dilakukan sebanyak 4 kali, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari oleh 

firman Allah SWT surah Annisa ayat 3. 

2. Kemampuan melakukan poligami. 

Seorang lelaki yang berpoligami disyaratkan mesti memiliki kemampuan 

agar tidak menyusahkan orang lain.Poligami bukan perkara yang mudah 

kerana ia akan dipertanggung jawab di hari kiamat kelak.  

3. Mampu Menjaga Para Istrinya 

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya. 

Sehingga istrinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seseorang 

berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun 

lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjerumus 

dalam keburukan dan kerusakan. Misalnya seorang yang memiliki tiga 

orang istri, namun ia hanya mampu memenuhi kebutuhan biologis untuk 

dua orang istrinya saja. Sehingga ia menelantarkan istrinya yang lain. Dan 

hal ini adalah sebuah kezhaliman terhadap hak istri. Dampak yang paling 

parah terjadi, istrinya akan mencari kepuasan kepada selain suaminya, 

alias berzina. 

                       

                    

 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang (melakukan) 



 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An Nahl [16] : 90).
87

 

4. Kemampuan Memberikan Nafkah 

Nafkah adalah, apa yang diwajibkan untuk isteri dan anak-anak 

yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya 

dan nafkah bagi isteri ini hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, sebab 

suami berkewajibban memberi  nafkah kepada istri ialah akad perkawinan 

karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (istimta); wajib dilakukan 

karena akad.
88

 

                   . . .     

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu . . . (QS. Ath-Thalaq [65] :6).
89

 

Seorang lelaki yang menikah menanggung berbagai kewajiban terhadap 

isteri dan anaknya termasuk nafkah. Seorang laki-laki yang melakukan poligami 

memikul tambahan kewajiban nafkah dengan sebab bertambah isterinya. Imam 

malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah 

menggauli atau mengajak bergaul, sedang seorang istri yang dapat digauli dan 

suamipn telah dewasa. Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa 

suami yang belum dewasa wajib memberi nafka apabila istri telah dewasa  tetapi 
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jika suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini imam 

syafi‟i memiliki dua pendapat pendapat pertama sama dengan Imam Malik dan 

pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah betapapun 

juga keadaanya.
90

 

5. Kemampuan Berlaku Adil kepada Seluruh Istri. 

 Seorang suami wajib berlaku adil di dalam pembahagian waktu. Jika dia 

bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam atau tiga malam, maka 

dia mesti bermalam dengan isteri yang lain selama itu juga. Tidak boleh 

melebihkan salah satu dari isterinya di dalam pembahagian.
91

 Sedangkan keadilan 

dalam hal cinta kecenderungan hati kepada para istri tidak mungkin dapat 

terealisasi maka hal ini tidak apa-apa kareana cinta kasih sayang dan perasaan 

adalah persoalan yang tidak bisa dikuasai oleh manusia artinya hati berada 

diantara jari jemari Ar-Rahaman dia membolak balikanya sesuai dengan 

kehendaknya. Sesunggunya yang diwajibkan kepada para suami adalah ia tidak 

boleh berpaling dari seorang istrinya secara berlebihan  sehingga membuat dia 

terkatung-katung.
92

 

 Menurut sayyid Quthub, yang dimaksud keadilan dalam poligami adalah 

keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan 

mencukupi segi-segi kebutuhan para istri, yaitu kebutuhan keuangan, biologis dan 

psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam 
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bentuk kehidupan lahiriah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan 

manusia. Yang dituntut dalam itu ialah jngan menunjukan kecenderungan berat 

sebelah kepada yang satu sehingga yang lain menjadi terkatung-katung.
93
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D. Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam 

Secara implisit Al-Qur‟an membolehkan poligami, namun tidak 

menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning 

“apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, 

karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia yang maha tahu.  

Perkawinan/pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, 

karenatujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta‟ala dengan memperbanyak 

keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan 

agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah 

pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang 

sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah 

sempurna rukunrukunnyadan terpenuhi syarat-syaratnya. 

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk 

memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk 

menuntut suami agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri 

dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil 

dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan. Jika tuntutan yang 

menjadi hak pokok istriini tidak dipenuhi, istri berhak melakukan gugat cerai.
94

 

1. Penyebab Poligami Sirri 

Penyebab poligami sirri ialah ada beberapa faktor yang mengharuskannya 

berdasarkan keterangan dari hadits dan ahli-ahli tafsir yang telah menerangkan 
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secara terperinci sebab-sebab diharuskan poligami. Di sini, penulis akan 

menerangkan secara ringkas tentang sebab-sebab diharuskan poligami 

berdasarkan kajian penulis. 

a) Istri yang mandul  

Isteri yang tidak melahirkan seorang anak merupakan suatu fonomena 

yang kerap terjadi didalam bahtera rumah tangga, bagi lelaki yang ingin 

mendapatkan zuriat (anak) yang akan membahagiakannya di dunia dan 

di akhirat. Oleh sebab itu, maka tiada pilihan untuk laki-laki selain dua 

perkara yaitu dengan menikah lagi (poligami) untuk mendapatkan 

seorang anak yang akan membawa kebahagian dan menjalankan 

peranan dalam kehidupan dan mendoakan untuknya setelah kematian 

atau pilihan yang kedua adalah sebuah perceraian. 

Hal ini lebih mulia dan disukai oleh Allah s.w.t daripada terjerumus ke 

dalam lembah kehinaan dari hubungan zina yang terkutuk.Dijelaskan 

dalam firman Allah s.w.t  (Surah al-Isra‟ : [17 ] 32):  

ناَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًً   وَلََ تقَْرَبوُا الزِّ

Artinya: Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat ( yang membawa kerusakan 

).
95
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b) Istri Sakit 

Isteri ditimpa penyakit kronis yang tidak mungkin untuk menjalani 

kehidupan rumah tangga. Isteri yang ditimpa penyakit akan 

menyebabkan hilang daya tarikannya sehingga suami tidak merasa 

ghairah untuk menggaulinya. Oleh karena itu, suami terpaksa 

mengahwini wanita lain untuk mencegah dirinya dari perbuatan 

maksiat. 

c) Istri Sukar dididik 

Terdapat juga wanita yang sukar untuk dibentuk dan dididik sikapnya 

supaya menjadi lebih baik dan positif. Sikapnya yang sering 

menimbulkan kemarahan suami dan sukar untuk dibentuk tidak 

mampu diubah walaupun berbagai usaha telah dilaksanakan.  

d) Tabiat Biologi Lelaki Berbeda Dengan Wanita 

seorang lelaki yang memiliki seksual yang tinggi sehingga tidak 

merasa puas dengan hanya seorang isteri. Apalagi jika isterinya 

sedang haid dalam waktu yang panjang untuk menyalurkan keperluan 

seksual dengan cara yang baik ialah suami perlu melakukan poligami. 

Dalam keadaan seperti ini, kita perlu menghadapi tiga kemungkinan 

yaitu : 

1)  Mengekang hawa nafsunya. 

2) Ada sebagian kecil para suami hari ini mendatangi pelacur.  



 

3) Membenarkan suami berpoligami dan tetap hidup bersama 

isteri pertamanya.
96

 

2. Dampak positif dan negatif poligami sirri 

 Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan perbuatan hukum dalam 

perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah 

Mawadah Warahmah.  

a. Dampak Positif Poligami 

  Poligami tidak selamnya negatif yang telah kita ketahui 

bahwa poligami dapat mengakibatkan tekanan social ,masyarakat 

menganggap buruk pelaku poligami, Mendapat tekanan legal ( bagi 

pegawai negeri: bahwa poligami dilarang) ,Mendapat tekanan 

ekonomis ( diperlukan biaya besar untuk memadu) ,ditakutkan tidak 

bisa berperilaku adil .tetapi poligami juga memiliki sisi positif. Agama 

Islam diturunkan oleh Allah SWT. Ke duinia ini adalah sebagai 

rahmat kepada manusia, juga sebagai obat yang banyak manfaatnya 

untuk menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Dampak positif 

seorang suami melakukan poligami sebagai berikut: 

1) Poligami dapat memberikan ketentraman terhadap keluarga 

muslim dan memperkecil perceraian. 

2) Poligami dapat menjaga seseorang dari perbuatan sex bebas 

dengan wanita-wanita pelacur. 
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3) Poligami dapat menjaga kehormatan dan kemerdekaan wanita dari 

pada terjerumus dari perbuatan zina. 

4) Poligami dapat menjaga anak-anak yatim dalam memperoleh hak-

haknya kembali dan mencegah ketidak adilan.
97

 

 Demikian di antara beberapa hikmah dan manfaat poligami. Adapun di 

negara-negara barat yang menjalankan aturan sekuler maka kita dapati mereka 

sangat anti dan menentang poligami. Namun dalam waktu bersamaan mereka 

melegalkan perzinaan, pelacuran dan berbagai tindakan keji lainnya. 

Sebenarnya poligami dalam islam ini adalah sistem moralis yang 

manusiawi.sistem itu dikatakan moralis karena ia tidak memperkenankan seoramg 

laki-laki mengadakan hubungan badan dengan setiap perempuan yang disukai 

dalam setiap saat yang dimauinya. 

b.   Dampak Negatif Poligami 

Terhadap Kehidupan Rumah TanggaDampak poligami terhadap 

kehidupan rumah tangga antara lain 

1) Ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga. 

2) Sering timbul permasalahan atau percek-cokan. 

3) Tidak adanya rasa saling pecaya. 

4) Tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan 

isteri. 

5)  Kemungkinan dapat menyebabkan perceraian 
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Meskipun berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan akan tetapi 

sebagaian orang yang membolehkan poligami beranggapan bahwa poligami akan 

memuliakan perempuan. Sebab, wanita yang bersuami lebih mulia dari pada 

wanita yang hidup sendiri,  apalagi jika diiringi niat untuk menyantuni anak yatim 

dan janda. Selain itu poligami juga bisa menjadi penangkal seks bebas. 

Terlepas dari tujuan suami berpoligami ingin menolong dan mengangkat harkat 

martabat wanita atau hanya menginginkan dari segi material dan fisik, atau hanya 

ingin melampiaskan nafsu biologis secara resmi saja. 

3. Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam 

  Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain. Kewajiban adalah 

apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan 

seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang 

harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan 

dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiaban istri adalah sesuatu yang harus 

istri lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah 

sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah 

sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya 

Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk 

berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya. Yaitu dengan memberikan 

kepada masing-masing istri hak-haknya. Di antaranya sebagai berikut: 

 



 

a) Hak menerima mahar  

Mahar adalah pemberian wajib  berupa uang atau barang dari mempelai 

laki-laki kepada mempelai perempuan.
98

Mahar merupakan hak istri yang 

pertama setelah ijab qabul perkawinan dan telah dinyatakan sah sebagai 

pasangan suami istri.
99

 pembayaran mahar dapat dilakukan dengan secara 

kontan atau ditunda selama istrinya tidak merasa 

keberatan.
100

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah (QS An-Nissa [4] : 

4) 

                             

        

Artiny:berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya.
101

 

b)    Hak mendapat nafkah 

 

Nafkah adalah, apa yang diwajibkan untuk isteri semenjak akad 

dilakukan.
102

 Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi,yang berupa 

makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, bagi 
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isterinya.
103

Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah Swt (Q.S Ath-

Thalaq [65] : 6). 

                     . . .     

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmudan  janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka . . .
104

 

1) Mencukupi Belanja Keluarga 

Belanja keluarga banyak macamnya, belanja untuk kebutuhan  makan, 

minum, pakaian, pendidikan kesehatandan lain sebagainya semua itu 

adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami.
105

Seperti yang 

dijelaskan dalam surat (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233) 

 . . .                . . .      

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 

ibu-ibu dengan cara yang ma‟ruf (pantas) . . .
106

 

2) Menyediakan tempat tinggal 

Bagi seorang suami, adalah berhak menyiapkan tempat tinggal buat 

istrinya yang yang dilengkapi dengan perabotan yang layak, yang 
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dimaksud layak disini ialah, yang dapat ditempati hidup sebagai 

suami-istri. Artinya tempat tinggal yang sesuai dengan kehendak 

syari‟at. Apabilah kondisi tempat tinggal itu tidak bisa menjamin 

keamanan misalnya, maka sang istri boleh tidak menempatinya, 

lantaran tidak sesuai dengan anjuran syari‟at.
107

 Dalam hal ini Allah 

SWT berfirman (Q,S Ath-Thalaq [65] ayat 6).  

                   . . .     

Artinya: Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyesuhkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

 

c) Gugurnya Hak Istri Akibat Nusuz 

Nusuz secara bahasa berasal dari kata Nasyaya-yansyuzu-Nasyazan wa 

Nusyuzan, yang berarti membangkang, durhaka, perbuatanistri yang menentang 

suaminya tanpa alasan yang dapat ditrima atau bertindak kasar.
108

  Adapun 

perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk Nusuz, antara lain sebagai berikut. 

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang 

telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri 

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami. 
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2. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada 

suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan 

karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. 

3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang 

disediakannya tanpa alasan yang pantas. 

4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun 

perjalanan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. 

 Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali 

mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh nusyuz. Nusyuz hukumnya haram. 

Adapun konsekuensi hukum akibat nusyuz isteri terhadap suaminya adalah gugur 

kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri nusyuz selama dalam nusyuznya, 

dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali 

harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila jika seorang isteri murtad 

(na’uzubillāh), maka terputuslah hak untuk mendapat warisan, dan jika ada harta 

pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal.
109

 

1. Macam-macam Nusyuz 

Nusyuz ada dua macam yaitu:  

a. Nusyuz Suami kepada Istri  

Nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari 

pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari 

pihak istri saja, padahal di dalam Al Qur‟an juga menyebutkan 
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adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An-

Nissa‟ ayat 128: 

 

                          

                          

              

 

 

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 

suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia 

itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-nissa [4]: 

128).
110

 

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap 

istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqahatau 

meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu‟asyarah bi al-

ma‟ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti 

yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara 

buruk, seperti berkata kasar kepada istri, menyakiti fisik dan mental istri, 
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mencaci-maki istrinya dan tindakan lain yang bertentangan dengan prilaku 

pergaulan yang baik.
111

 

b. Nusyuz Istri kepada Suami 

Nusyuz memiliki makna kedurhakaan istri terhadap 

suaminya hal ini terjadi karena istri enggan mematuhi perintah 

suami, istri tidak menjaga kehormatan suami, dan hal-hal lain yang 

dapat mengganggu ketentraman rumah tangga yang disebut 

sakinna.
112

 

Apabila suami melihat gelagat istri akan berbuat nusyuz 

maka suami memberi nasehat kepada istri dengan cara yang baik, 

jika istri masih durhaka hendaklah suami pisah ranjang, kalau istri 

masih meneruskan kedurhakaannya maka suami diperbolehkan 

untuk memukul istri dengan catatan tidak boleh melukainya apa lagi 

sampai membekas.
113

 Firman Allah Swt. (Q.S An-nissa [4]: 34). 

. . .                       

               . . .      

Artinya: “ . . . wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. . . “(Q.S An-nissa [4]: 34). 
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Pemukulan yang dilakukan  bersifat tidak meninggalkan bekas luka pada 

tubuh, tidak melakukan cacat fisik, karena yang dimaksud dari pemukulan ialah 

untuk memperbaiki dan merubah sikap istri agar tidak berlarut-larut dalam 

kedurhakaan. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa 

menyakiti. 

Bentuk nusyudz  yang menggugurkan haknya sebagai istri adalah: 

1. Jika seorang istri pergi dari rumah menempuh perjalan jauh tanpa izin 

dari suaminya atau ia mendapatkan izin akan tetapi kepergianya hanya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka ia tidak berhak 

mendapatkan nafkah dan bagian jatah bermalam dari suaminya. Sebab 

jika sang istri pergi tanpa izin dari suaminya maka istri tersebut telah 

berbuat dosa kepada suaminya, ini berarti sama saja dengan istri yang 

durhaka. 

2. Suami ingin mengajak istri pergi bersamanya,tapi istri menolak ajakan 

itu dalam hal ini istri telah melakukan dosa dan berbuat maksiat kepasa 

sang suami, begitu juga apabila istri menolak ajakan suami untuk tidur 

bersama.  

3. Keluarnya istri tanpa kerelaan suami merupakan maksiat walau pun 

untuk menziarahi orang shaleh atau bahkan menghadiri pengajian. Istri 

boleh keluar rumah tanpa izin suami hanya jika dalam keadaaan 

darurat. Bentuk keadaan darurat seperti ketika ada indikasi rumah akan 

roboh karena sebab terlalu tua atau gempa, atau takut atas jiwa dan 



 

hartanya karena ada pencuri. Begitu pula jika ia keluar menuju hakim 

untuk menuntut haknya dari suami. 

4. jika istri menolak melayani segala jenis kegiatan seksual tanpa ada uzur 

meskipun hanya menolak untuk dicium. Berbeda jika istri menolak 

karena ada uzur seperti sakit misalnya, ia tetap berhak mendapatkan 

nafkah. Seperti istri yang hanya bersedia melakukan hubungan suami-

istri di malam hari tidak mau di siang hari, atau bersedia untuk 

disetubuhi namun tidak mau dicumbu. Semua ini dapat mengugurkan 

nafkah asalkan suami tidak memaksa melakukan kegiatan seksual 

dengan istri yang nusyudz tersebut. Jika suami tetap melakukannya 

walau pun hanya sebentar, ia tetap wajib memberikan nafkah di hari itu 

dan juga memberikan pakaian di musim itu secara sempurna.
114

 

5. Dalam pasal 52 Kompilasi Hukum Islam, Bekas isteri berhak 

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Persamaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 

Persamaan yang paling nampak antara perkawinan poligami sirri menurut 

hukum positif dan hukum Islam yaitu mengenai pengertinya antara lain adalah  

Poligami Sirri menurut hukum positif adalah suatu bentuk perkawinan 

dimana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang wanita tetapi 

perkawinannya tidak dicatatankan di Kantor Urusan Agama (KUA).  

Adapun yang mengatur poligami adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberikan 

izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan.  

Poligami sirri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang mempunyai 

istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan sampai 

empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan 

pangan, sandang, papan serta lain-lain yang bersifat kebendaan tanpa 

membedakan istri yang kaya dan yang miskin.  

Islam membolehkan Poligami, memperhatikan kebutuhan dan kesulitan 

yang dialami oleh umatnya, dasar pokok yang membolehkan poligami adalah 

sebagai berikut: 

a. Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat (QS. An-Nisa‟ [4]: 3) 



 

                            

                          

    

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya. 

b. surat  (QS. An-Nisa‟ [4]: 129) tersebut juga menunjukkan kebolehan 

melakukan poligami, yaitu:  

                      

                             

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 

lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri 

(dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

 



 

B. Perbedaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam 

 Poligami menurut hukum positif adalah setiap perkawinan poligami harus 

dicatat di Kantor Urusan Agama  yang dijelaskan dan diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan 

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atinya 

perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Suami yang hendak berpoligami harus 

meminta izin dari istri pertamanya untuk melaksanakan poligami hal ini  agar 

setiap istri dari perkawinan poligami memiliki hak dan kekuatan hukum yang 

mendasar, agar keberadaannya diakui oleh hukum. Sedangkan poligami yang 

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah, tidak 

punya kekuatan hukum, bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. 

Pencatatan perkawinan sangat penting karena menyangkut keabsahan 

perkawinan tersebut yang telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI)  bahwa tiap-tiap 

perkawinan di Indonesia harus dicatat, guna demi kemaslahatan bagi kaum wanita 

agar tidak ada yang dirugikan akibat dari perkawinan poligami sirri.   

 Poligami sirri dalam hukum Islam adalah boleh beristri lebih dari satu 

dengan syarat bisa berlaku adil dan suami tidak perlu meminta izin kepada istri 

pertamanya untuk mealakukan poligami sebab didalam Islam meminta izin 

bukanlah kewajiban tetapi hanya sebagai adap dalam berpoligami. Islam 

menjelaskan tidak ada perkawinan yang tidak sah apabila perkawinan itu sendiri 

telah memenuhi rukun dan syaratya dengan adanya wali, saksi, ijab-qabul dan 

mahar. 



 

 

C. Hak Istri Dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam 

 Hak istri sirri dalam hukum positif adalah Semua isteri mempunyai hak 

yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing. 

a. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 

dalam bab VI mengenai hak istri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

juga mengaturnya sebagai berikut : 

Pasal 31  

(4) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

dalam masyarakat. 

(5) Masing-masing pahak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum 

(6) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga. 

 Ketentuan mengenai hak dan kewajibab suami istri juga diatur lebih lanjut 

didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut: 

 pasal 80 KHI  

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 

akantetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang 

penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama 



 

(2) Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuanya. 

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi nusa dan agama. 

(4) Sesuai dengan pengahasilan suami : 

d. Nafkah kiswah, dan tempat kediaman bagi istri 

e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak. 

f. Biaya pendidikan bagi anak 

(5) Kewajibab suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 

(4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna 

dan istrinya 

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

diriya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur 

apabila istri nusyuz 

 Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa Undang-undang tidak 

mengatur hak dari perkawinan poligami sirri. Artinya istri yang dipoligami sirri 

yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki hak 

yang sama seperti istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama 

sebab perkawinan yang kedua dianggap tidak perna terjadi. 



 

 Hak istri sirri menurut hukum Islam adalah tiap-tiap istri yang dipoligami  

sirri maupun tidak sirri memiliki hak yang sama dimulai sejak akad nikah 

dilakukan. Tidak ada perbedaan diantara istri yang perkawinannya dicatat 

dikantor Urusan Agama dengan istri sirri (perkawinannya tidak dicatat di Kantor 

Urusan Agama) memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat 

tinggal dan lain-lain menyangkut kebendaan. Akan tetapi apabila istri nusyuz 

maka gugurlah semua yang menjadi  hak seorang istri, istri yang nusyuz akan 

kehilangan semua haknya sebagai istri sebab nusyuz adalah perbuatan durhaka 

yang diharamkan kepada setiap wanita yang melakukanya. alasan dari semua itu 

adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak 

dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan 

 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul“hak-hak istri dari poligami 

sirri menurut hukum positif dan hukum Islam”. 

1. Adapun persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum positif dan 

hukum Islam adalah: 

a. Poligami sirri menurut hukum positif yaitu  perkawinan yang lebih dari 

satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat 

perkawinannya dikantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut 

hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu 

yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja. 

b. Perbedaan poligami sirri,menurut hukum positif yaitu bahwa suami harus 

meminta izin keapada istri pertamanya ketika ingin berpoligami, istri 

kedua yang tidak dicatatkan perkawinannya di PPN (Pegawai Pencatat 

Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum, Sedangkan poligami menurut 

hukum Islam yaitu bahwa suami tidak perlu meminta izin kepada istri 

pertama untuk berpoligami sebab izin berpoligami hanya adab (tata cara 

sopan santu) saat hendak ingin berpoligami, dalam Islam tidak ada istri 

yang tidak sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah,  

2. Hak-hak istri  dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam, 

adalah: 



 

a. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan 

kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama 

(KUA) bahkan perkawinannyapun dianggap tidak pernah terjadi, maka 

istri akan  kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menunt nafkah, 

memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpergian, 

apabila suami mengabaikanya istri sirri tidak bisa menunut, karena 

Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri. 

b. Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islamadalah istri yang dicatat 

perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannyaapabilah 

rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu 

usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa-apa yang 

menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan 

kewajiban suami.  

c. Kewajibab suami gugur apabila istri nusyuz, seperti keluar rumah tanpa 

izin suami, istri tidak mau melayani suami, dan istri murtad. 

B. Saran  

1. Kepada para suami yang akan melakukan poligami disarankan juga 

poligami sesuai dengan peraturan perintah dan Undang-Undang yang 

berlaku di negara Indonesia.  

2. Kepada para suami yang berpoligamiharuslah memberikan apa yang 

menjadi hak-hak istri harus dipermudah. 

3. Kepada para wanita yang mau di jadikan istri yang dipoligami,maka 

janganlah mau di poligami sirri. Karena istri sirri tidak memiiiki hak 



 

apapun dan bagi kaum perempuan yang dipoligami sirri tidak bisa hidup 

tenang karena tidak memiliki bukti autentik atau surat nikah. 

4. Kepada orang tua jangan pernah menikahkan anaknya secara sirri  

meskipun si calon suami memberikan berbagai alasan agar bisa menikahi 

anaknya secara sirri.  
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